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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Sejarah Dan Perkembangan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata   Provinsi Jawa Barat
Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang dan di seluruh pelosok tanah air. Jawa Barat adalah salah satu daerah yang merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional tersebut.

Era globalisasi dan modernisasi telah membawa masyarakat lebih kritis dalam segala bidang termasuk penyelenggaraan birokrasi khususnya administrasi publik, sehingga dituntut adanya usaha perubahan, perbaikan sistem dan strategi penyelenggaraan birokrasi yang tepat. Penyelenggaraan birokrasi yang dituntut oleh rakyat adalah penyelenggaraan yang mempunyai semangat untuk memperbaiki ekonomi rakyat, yaitu dengan pembangunan ekonomi daerah yang akan memperkuat kewenangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Seiring dengan tuntutan perubahan tersebut, maka pada tahun 1999 keluarlah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan otonomi daerah tersebut, di masing-masing daerah terjadi perubahan, salah satunya adalah aparatur pemerintahan sebagai pelaksana pembangunan.

Jawa Barat adalah provinsi yang juga melakukan berbagai perubahan, yaitu salah satunya adalah pembentukan dinas-dinas daerah provinsi Jawa Barat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2002, yang salah satunya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat yang di tahun 2007 ini mempunyai moto Gurilaps, akronim dari Gunung, RImba, Laut, Air, Pantai, dan Seni budaya dengan konsep dasar Guar Akarna, Pelak Sikina, Piara Tangkalna Sangkan Kapetik Hasilna, Kaala Buahna.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat merupakan hasil leburnya empat dinas dan departemen yaitu Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Jabar, Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari unsur Kesenian dan Kanwil Pariwisata Seni dan Budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Jawa Barat sebagai Daerah Budaya dan Tujuan Wisata Andalan” dan misinya adalah sebagai berikut:

· Pembinaan, pelestarian dan pengembangan aset budaya yang mendukung upaya pengembangan pariwisata Jawa Barat.

· Mengefektifkan kebudayaan sebagai aset daerah yang mendukung kepada pengembangan usaha jasa pariwisata.

· Mempromosikan kepariwisataan Jawa Barat.

· Meningkatkan sumber daya manusia kebudayaan dan kepariwisataan.

· Memuliakan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aspek jarahnitra dan tradisi Jawa Barat.

1.1.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Disbudpar Provinsi Jawa Barat

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat adalah Unit Kerja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Barat.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan operasional di bidang Kebudayaan dan Pariwisata

b) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata

c) Pembinaan dan fasilitasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata

d) Penyelenggarakan ketatausahaan.
1.1.2. Susunan Organisasi Disbudpar Provinsi Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat adalah jabatan tertinggi dari pemegang kekuasaan di tingkat Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi dan diamanatkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2002, sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Daerah Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka dibentuklah dinas-dinas di lingkungan Jawa Barat yang diantaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam Peraturan Daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:

· Sub Bagian Kepegawaian

· Sub Bagian Keuangan

· Sub Bagian Umum

3. Sub Dinas Bina Program, membawahkan:

· Seksi Data dan Informasi

· Seksi Penyusunan Program

· Seksi Evaluasi dan Pelaporan

4. Sub Dinas Kesenian, membawahkan:

· Seksi Pengembangan Kreatifitas

· Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya

5. Sub Dinas Kebudayaan, membawahkan:

· Seksi Pengembangan Budaya Daerah

· Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional

6. Sub Dinas Bina Kepariwisataan, membawahkan:

· Seksi Sumber Daya

· Seksi Kelembagaan Pariwisata

7. Sub Dinas Bina Promosi, membawahkan:

· Seksi Promosi Kepariwisataan

· Seksi Promosi Seni dan Budaya

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

9. Kelompok Jabatan Fungsional
Selain dari pola susunan organisasi tersebut di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas:

1. Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

· Kepala Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga

· Sub Bagian Tata Usaha

· Seksi Perlindungan

· Seksi Pengembangan

· Seksi Pemasaran

· Instalasi

· Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)

2. Balai Pengelolaan Taman Budaya, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

· Kepala Balai Pengelolaan Taman Budaya.

· Sub Bagian Tata Usaha

· Seksi Pengolahan

· Seksi Pengembangan

· Seksi Pemanfaatan

· Instalasi

· Kelompok Jabatan Fungsional

3. Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

· Kepala Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional.

· Sub Bagian Tata Usaha

· Seksi Perlindungan

· Seksi Pemeliharaan

· Seksi Pemugaran

· Instalasi

· Kelompok Jabatan Fungsional

4. Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisataan, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

· Kepala Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisataan

· Sub Bagian Tata Usaha

· Seksi Kemitraan Usaha

· Seksi Pelatihan

· Kelompok Jabatan Fungsional

5. Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

· Kepala Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat.

· Sub Bagian Tata Usaha

· Seksi Pergelaran

· Seksi Pameran

· Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, yang dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior yang diangkat oleh Gubernur, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.
GaleriKita

GaleriKita adalah salah satu galeri atau ruang dialog untuk memfasilitasi masyarakat dalam pembinaan dalam hal kebudayaan dan kepariwisataan. Galeri yang terletak di lokasi yang sama dengan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat ini diresmikan pada tahun 2002.

Di setiap negara, sebuah galeri ditempatkan sebagai subjek dari suatu proses kreativitas, yang dengan sendirinya dapat berdiri sebagai objek wisata dan laboratorium nilai-nilai yang mampu menjadi pintu gerbang budaya sebab setiap individu yang datang ke sebuah galeri berkesempatan untuk lebih mengenali dan mengerti budaya dan tradisi yang berbeda. GaleriKita adalah salah satu wadah bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan merupakan bagian dari kegiatan Peningkatan Aktifitas Penelusuran Sejarah dan Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang diselenggarakan mengacu pada misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diemban bidang kebudayaan dan pariwisata, yaitu membina, melestarikan, dan mengembangkan aset budaya yang mendukung upaya pengembangan pariwisata Jawa Barat.

Pada perkembangannya GaleriKita, yang menempati sebuah bangunan cagar budaya Jawa Barat karena nilai historis yang dimilikinya, selalu turut berperan dalam usaha-usaha pemanfaatan benda cagar budaya. Salah satu bentuk partisipasi tersebut antara lain dengan menyelenggarakan pameran seni rupa yang didalamnya memuat wacana-wacana budaya yang dikemas dalam sebuah dialog seni rupa dengan tujuan menjangkau masyarakat luas dalam kegiatan pembinaan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Penyusunan program dan kegiatan GaleriKita pada tahun 2007 didasari atas Rencana Strategi Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (kaitannya dengan revitalisasi atau pemanfaatan bangunan galeri), Pembinaan Pelestarian Pengembangan Kepurbakalaan, Permuseuman, Sejarah, dan Nilai-Nilai Tradisional Jawa Barat.

Kegiatan yang diprogramkan oleh GaleriKita mengacu pada pengembangan nilai-nilai seni dan budaya secara luas dalam kehidupan sosial, baik dalam perkembangan budaya tradisi sebagai kearifan lokal maupun perkembangan seni budaya mutakhir saat ini. Dalam hal ini, berbagai kegiatan yang diprogramkan oleh GaleriKita lebih menekankan pada aktifitas apresiasi dan pendidikan budaya dalam ruang lingkup masyarakat yang lebih luas. Melalui kegiatan seni rupa secara khusus yang merupakan bagian dari elemen kebudayaan yang berkembang di masyarakat saat ini diharapkan akan meningkatkan nilai-nilai sosial masyarakat dalam hal budaya. Bentuk-bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh GaleriKita yaitu:
1. Pameran Utama

· Dilaksanakan empat kali dalam setahun, dikaitkan dengan hari-hari besar nasional, internasional ataupun hari besar GaleriKita sendiri.

· Setiap pameran berlangsung maksimal 1 bulan.

· Tema ditentukan bersama Dewan Kurator dan pengelola GaleriKita.

· Peserta pameran (seniman/perupa) dan karya yang disertakan merupakan hasil survey/kompetisi yang ditentukan oleh kurator pameran.

· Setiap pameran disertai dengan diskusi apabila diperlukan sebagai upaya memperkuat wacana materi pameran yang tengah diselenggarakan.

· Pendanaan dan pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab GaleriKita, namun tidak menutup kemungkinan menerima sponsorship.

2. Pameran Kerjasama

· Merupakan pameran yang diselenggarakan atas kerjasama GaleriKita dengan berbagai pihak (institusi, lembaga atau perorangan).

· Materi pameran adalah materi yang dapat memberikan perluasan wawasan masyarakat tentang karya.

· Peserta pameran adalah perupa tingkat akademis, nasional dan internasional.

· Waktu penyelenggaraan di waktu kosong di antara Pameran Utama.

· Pengelolaan dapat dikerjakan bersama GaleriKita atau oleh pihak yang bersangkutan.

· Dana (pengelolaan dan operasional) sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan tidak menutup kemungkinan untuk menerima sponsor.

Sebagai upaya peningkatan kualitas apresiasi, kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Galeri Kita lebih menekankan pada aktifitas pendidikan budaya dalam masyarakat yang lebih luas dalam bentuk apresiasi. Maka, yang akan menjadi fokus utama yang disasar adalah institusi-institusi pendidikan, media, penulis, kritikus seni, ruang-ruang presentasi (galeri, museum, art shop), kolektor, komunitas-komunitas seni dan budaya, serta masyarakat umum. 

Setiap kegiatan yang dirancang akan diolah ke dalam mekanisme keorganisasian GaleriKita dan akan dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan. Petunjuk tersebut kemudian akan menjadi kerangka acuan dalam pembuatan Kebijakan Petunjuk Teknis Kegiatan, baik yang akan dikelola oleh pengelola GaleriKita maupun pihak lain (Project Officer) yang telah diajak untuk bekerjasama dalam merealisasikan kegiatan yang telah dirancang.

Perancangan struktur kepanitiaan akan diuraikan dengan merujuk pada petunjuk pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh pengelola GaleriKita. Jumlah dan sistem kepanitiaan yang dirancang akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai standar dalam struktur kepanitiaan, maka akan tersusun:

1. Pelindung

2. Penanggung Jawab

3. Steering Committee/Pengelola

4. Ketua Panitia/Project Officer
5. Sekretaris

6. Bendahara

7. Pelaksana Produksi
Tourist Information Centre (TIC)

Dalam upaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas di bidang pariwisata, Pemerintah Propinsi Jawa Barat bersama Assosiasi Pariwisata Jawa Barat berupaya mempromosikan Jawa Barat untuk menjadi destinasi pilihan di Indonesia melalui penyediaan fasilitas layanan informasi tatap muka. Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat dalam menyediakan fasilitas layanan informasi tatap muka yaitu dengan penyediaan TIC (Tourist Information Centre) di beberapa tempat strategis, baik yang berlokasi di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat seperti di Bali dan Yogyakarta.
1.1.3. Tugas dan Fungsi Unit Disbudpar Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, tugas dan fungsi unit Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dinas.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Penetapan kebijakan operasional dinas

b. Pengkoordinasian dan pengendalian tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata

c. Pembinaan peran serta masyarakat dan kemitraan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

d. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengendalian keputusan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata

e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan Gubernur

2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan umum.

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan urusan Kepegawaian

b. Pengelolaan urusan Keuangan

c. Pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan

3. Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, penyusunan program kerja dinas yang meliputi program Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, serta rencana strategis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan pedoman teknis pengumpulan data dan penyebaran informasi

b. Penyusunan pedoman teknis penyusunan program dan rencana strategi (Renstra)

c. Penyusunan bahan teknis pembuatan pelaporan dan evaluasi

4. Sub Dinas Kesenian mempunyai tugas pokok melestarikan kesenian dan mengembangkan program Kelembagaan dan Sumber Daya.

Sub Dinas Kesenian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengembangan kreatifitas, kelembagaan dan sumber daya

b. Pendokumentasian kesenian

c. Pendataan seniman, organisasi kesenian, sanggar seni dan impresariat

d. Penataan kemitraan dalam mengembangkan aktifitas dan kreatifitas seniman, organisasi kesenian dan sanggar seni

e. Penyelenggaraan kegiatan kesenian di Provinsi.
5. Sub Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok membina dan mengurus kegiatan permuseuman, kepurbakalaan, peninggalan nasional, kesejarahan dan nilai tradisional.

Sub Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. Pembinaan program kegiatan permuseuman kesejarahan dan nilai tradisional, kepurbakalaan, dan peninggalan tradisional

b. Pembinaan tenaga permuseuman kesejarahan dan nilai tradisional, kepurbakalaan, dan peninggalan tradisional

c. Pembinaan dan mengurus sarana permuseuman kesejarahan dan nilai tradisional, kepurbakalaan, dan peninggalan nasional

6. Sub Dinas Bina Kepariwisataan mempunyai tugas pokok memberdayakan dan evaluasi Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata.

Sub Dinas Bina Kepariwisataan mempunyai fungsi:
Penyusunan analisis data Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata

a. Penyiapan bahan kegiatan Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata

b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata

7. Sub Dinas Bina Promosi mempunyai tugas pokok menyusun bahan pengembangan di bidang Promosi Kepariwisataan serta Promosi Seni dan Budaya.

Sub Dinas Bina Promosi mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan pengembangan di bidang Analisis Pasar

b. Penyusunan bahan Pelaksanaan Promosi Pariwisata

c. Penyusunan dan Pelayanan Informasi Pariwisata

d. Penyusunan dan pelaksanaan Misi Seni Budaya
1.1.4. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Disbudpar

Provinsi Jawa Barat

1. Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan operasional permuseuman sesuai dengan kebijakan teknis operasional kepala dinas.
b. Pengendalian kegiatan operasional permuseuman
c. Pelaksanaan penyelenggaraan perawatan/pelestarian, perekaman dan teknis penyajian koleksi serta bimbingan edukatif kultural kepada masyarakat.
2. Balai Pengelolaan Taman Budaya mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan operasional Taman Budaya sesuai dengan kebijakan teknis operasional Kepala Dinas.
b. Pengendalian kegiatan operasional Taman Budaya
c. Pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya serta peningkatan daya apresiasi masyarakat

3. Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan operasional pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan dan nilai tradisional sesuai dengan kebijakan teknis operasional Kepala Dinas

b. Pengendalian kegiatan operasional pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan dan nilai tradisional

c. Pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan, pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan dan nilai tradisional

4. Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisataan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan operasional pengelolaan, pengembangan kemitraan dan pelatihan tenaga kebudayaan dan kepariwisataan sesuai dengan kebijakan teknis operasional Kepala Dinas

b. Pengendalian kegiatan operasional pengembangan kemitraan dan pelatihan tenaga kebudayaan dan kepariwisataan

c. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kemitraan dan pelatihan tenaga kebudayaan dan kepariwisataan

5. Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan operasional pengelolaan Anjungan Jawa Barat sesuai dengan kebijakan teknis operasional Kepala Dinas

b. Pengendalian kegiatan operasional pengelolaan Anjungan Jawa Barat

6. Instalasi mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan sebagian kegiatan operasional balai di bidang pelayanan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konservasi dan pelestarian di wilayah kerja atau wilayah tertentu.
b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja instalasi.
c. Pelaksanaan operasional bidang pelayanan, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan, konservasi dan pelestarian.
1.1.5. Visi Dan Misi Disbudpar
Visi

Dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai motor penggerak terwujudnya jawa barat sebagai daerah budaya dan tujuan wisata andalan

Misi

1. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan asset budaya yang mendukung upaya pengembangan pariwisata jawa barat

2. Mengefektifkan kebudayaan sebagai asset daerah yang mendukung kepada pengembangan usaha jasa pariwisata

3. Mempromosikan kepariwisatawan jawa barat 

4. Meningkatkan sumber daya manusia kebudayaan dan kepariwisatawan

5.   Memuliakan nilai-nilai bdaya yang terkandung dalam aspek jarahnitra dan tradisi jawa barat

Tujuan

1. Meningkatkan citra jawabarat sebagai daerah budaya dan tujuan wisata 

2. Meningkatkan peranan seni dan budaya daerah jawa barat untuk kepariwisataan

3. Meningkatkan kualitas dan terselenggaranya standarisasi pelayanan wisata

4. Meningkatkan peran serta sub sektor pariwisata sebagai andalan untuk menunjang perekonomian daerah dan kinerja promosi yang efektif

5. Menjadikan SDM pariwisata yang berbudaya, tangguh dan professional untuk mendukung industri pariwisata

6. Meningkatkan kerja sama antar lembaga, peran lintas sektoral dalam pengembangan SDM kebudayaan dan pariwisata serta aksesibilitas jaringan pariwisata regional

7. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan.

1.1.6. Arti Lambang Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (DISBUDPAR)

Gambar 1.1 : Logo Disbudpar

[image: image1.png]



Sumber: subdin bina promosi disbudpar 

1. Awan 
: mega mendung

2. Sungai  : kesuburan jawabarat 

3. Tangkuban perahu : icon dari objek wisata jabar

4. Warana kuning : semangat

5. Warna hijau : hutan 
1.2.  Gambaran Khusus Sub Dinas Bina Promosi

1.2.1. Tugas, Fungsi, dan Tujuan Sub Dinas Bina Promosi


Sub Dinas Bina Promosi secara struktur administratif merupakan salah satu bagian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Sub Dinas Bina Promosi ini mempunyai tugas pokok menyusun bahan pengembangan di bidang Promosi Kepariwisataan serta Promosi Seni dan Budaya (SK Gubernur Jawa Barat No. 52 tahun 2001, pasal 22, ayat 1).


Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Bina Promosi mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan pengembangan di bidang Analisis Pasar

b. Penyusunan bahan Pelaksanaan Promosi Pariwisata

c. Penyusunan dan Pelayanan Informasi Pariwisata

d. Penyusunan dan pelaksanaan Misi Seni Budaya

(SK Gubernur Jawa Barat No. 52 tahun 2001, pasal 22, ayat 2)


Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tujuan Sub Dinas Bina Promosi adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya bahan pengembangan di bidang Analisis Pasar

b. Tersedianya bahan Pelaksanaan Promosi Pariwisata

c. Tersedia dan terselenggaranya Pelayanan Informasi Pariwisata

d. Terlaksananya Misi Seni Budaya.
1.2.2. Tugas Pokok Sub Dinas Bina Promosi

Sub Dinas Bina Promosi mempunyai tugas pokok menyusun bahan pengembangan di bidang Promosi Kepariwisataan serta Promosi Seni dan Budaya. Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

a. Menyusun bahan pengembangan analisis Promosi Kepariwisataan dan Promosi Seni Budaya

b. Menyusun bahan pengembangan pelayanan dan penyebarluasan informasi Pariwisata dan Seni Budaya

c. Menyusun bahan dan pelaksanaan kegiatan Promosi Kepariwisataan dan Promosi Seni Budaya

d. Menyelenggarakan/memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Promosi Kepariwisataan dan Promosi Seni Budaya

Sub Dinas Bina Promosi membawahkan:

1. Seksi Promosi Kepariwisataan

Seksi Promosi Kepariwisataan mempunyai tugas pokok menyusun Program Promosi, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan Promosi Kepariwisataan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Promosi Kepariwisataan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pengembangan dan analisis pasar

b. Penyelenggaraan Aktifitas Promosi Pariwisata dalam bentuk Bursa Pariwisata

c. Penyelenggaraan Kemitraan dengan Industri

d. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Pariwisata

e. Penyelenggaraan kerjasama dengan mitra kerja dalam penjualan produk wisata

f. Penyusunan standarisasi promosi dan periklanan

g. Pemberdayaan usaha pariwisata dalam hal promosi

h. Penyelenggaraan kerjasama promosi dengan asosiasi internasional di bidang pariwisata

i. Penyiapan dan pelaksanaan Bursa Pariwisata di luar negeri

j. Penyusunan dan evaluasi data analisis pasar.
2. Seksi Promosi Seni dan Budaya

Seksi Promosi Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan Promosi Seni dan Budaya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Promosi Seni dan Budaya mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil analisis pasar seni dan budaya

b. Penyiapan bahan pengembangan analisis pasar seni dan budaya

c. Penyelenggaraan aktifitas seni budaya untuk promosi pariwisata

d. Penyelenggaraan Kemitraan dengan unsur seni budaya

e. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Seni Budaya

f. Penyelenggaraan kerjasama dalam penjualan produk seni budaya

g. Penyusunan standarisasi promosi seni budaya melalui periklanan

h. Penyelenggaraan pembinaan aktifitas seni budaya dalam kegiatan promosi pariwisata

i. Penyelenggaraan kerjasama promosi seni budaya dengan asosiasi internasional di bidang seni budaya

j. Penyelenggaraan kegiatan seni budaya di luar negeri

1.2.3. Susunan Organisasi Sub Dinas Bina Promosi

Sub Dinas Bina Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat mempunyai sususan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Sub Dinas Bina Promosi

2. Kepala Seksi Promosi Kepariwisataan, membawahkan Staf Promosi Kepariwisataan

3. Kepala Seksi Promosi Seni dan Budaya, membawahkan Staf Promosi Seni dan Budaya

Uraian tugas staf Sub Dinas Bina Promosi adalah sebagai berikut:

1. Staf Promosi Kepariwisataan
a. Pulahta Bahan Rencana Kegiatan Promosi Kepariwisataan
b. Menyusun konsep rencana kegiatan promosi kepariwisataan pada event-event tertentu sesuai dengan program Seksi Promosi Kepariwisataan.
c. Pengolah Bahan Dokumentasi dan Publikasi Kepariwisataan
Mendokumentasikan dan mempublikasikan bahan-bahan promosi kepariwisataan dalam bentuk foto dan audio visual.
Pengolah Bahan Fasilitasi Kegiatan Promosi Kepariwisataan

Memfasilitasi penyelenggaraan event-event promosi kepariwisataan meliputi media, saran, jenis, dan bentuk promosi.

a. Pengolah Bahan Kegiatan Promosi Kepariwisataan

Menyusun konsep bahan promosi kepariwisataan meliputi objek, daya tarik/atraksi wisata dan minat khusus, media promosi, dan waktu pelaksanaan.

b. Operator Komputer

Mengoperasikan komputer dan peralatan lain untuk mengolah data agar diperoleh olahan data yang diperlukan.

c. Pengolah Bahan Fasilitasi Kegiatan Promosi Kepariwisataan

Menyusun penyelenggaraan event-event promosi.

d. Pengolah Bahan Analisis Pasar Wisata

Melaksanakan analisis terhadap pasar wisata meliputi kunjungan wisata, jumlah wisatawan, income perkapita, perilaku, budaya dan adat istiadat wisatawan, paket wisata serta sistem jaringan dan pemasaran pariwisata.

2. Staf Promosi Seni dan Budaya

a. Pengolah Bahan Promosi Seni dan Budaya

Menyusun bahan promosi seni dan budaya daerah meliputi jenis seni, budaya, media promosi, sasaran promosi, dan waktu pelaksanaan promosi.

b. Penata Usaha Sub Dinas Bina Promosi

Menatausahakan kegiatan Sub Dinas Bina Promosi yang meliputi administrasi umum, tata naskah, dan peralatan kantor.

c. Pengolah Bahan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Promosi Seni dan Budaya

Menyusun bahan fasilitasi kerjasama yang berkaitan dengan kemitraan antara dinas dengan unsur seni dan budaya.
d. Pulahta Potensi Seni dan Budaya

Menyusun, mengolah, mengevaluasi, dan menganalisis potensi yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan dalam rangka kegiatan promosi.

e. Pulahta Bahan Rencana Kegiatan Promosi Seni dan Budaya

Menyusun, mengolah, mengevaluasi, dan menganalisis potensi yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan dalam rangka kegiatan promosi.

f. Pengolah Bahan Fasilitasi Pergelaran Seni dan Budaya

Memfasilitasi kegiatan seni dan budaya daerah pada event-event tertentu sesuai dengan program Seksi Promosi Seni dan Budaya.

g. Pengolah Bahan Layanan Informasi Kepariwisataan

Memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada masyarakat di pusat informasi pariwisata Jawa Barat maupun pada event-event promosi kepariwisataan.

1.3. Sarana Dan Prasarana
Tabel 1.1 

Sarana Dan Prasarana Subdin Bina Promosi
	NO
	INFENTARIS
	JUMLAH

	1
	Mesin Tik
	2

	2
	Lemari Besi
	2

	3
	Filling Kabinet
	1

	4
	Brandkas
	1

	5
	Kardek Besi
	1

	6
	Meja kayu biro 
	6

	7
	Meja ½  biro
	15

	8
	White board
	1

	9
	Zice 
	2

	10
	Meja rapat
	1

	11
	Kursi besi
	5

	12
	Meja rapat
	1

	13
	Kursi putar
	15

	14
	Meja komputer
	2

	15
	Lemari kayu
	1

	16
	Lamari pakaian
	1

	17
	AC Spilt
	2


	NO
	INFENTARIS
	JUMLAH

	18
	CPU
	3

	19
	Televisi
	1

	20
	Dispencer
	1

	21
	Infokus
	1

	22
	Monitor
	3

	23
	Printer
	3

	24
	Kursi sice
	1 unit

	25
	Note book
	1

	26
	Plasdisk
	1

	27
	Speaker aktif
	1

	28
	Kamera digital
	1

	29
	Memory card
	1

	30
	Handycam
	1

	31
	Tripod
	1

	32
	Kipas angin
	1


Sumber : Subdin Peralatan Disbudpar 

1.4. Lokasi  Dan Waktu pelaksanaan kerja praktek
1.4.1. Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktek

Lokasi prakek kerja lapangan penulis berada di instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.Jl.L.L.R.E. Martadinata No. 209, Telp. (022) 7273209.7103605.7271385 Bandung 40114.
1.4.2. Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek 

Waktu pelaksanaan PKL mulai dari 7 Juli 2008 – 6 Agustus 2008.dalam waktu 5 hari kerja, yaitu hari Senin sampai hari Jum’at dimana setiap hari dan kerjanya dimulai dari pukul 08.30-15.00 WIB. 
BAB II
PELAKSANAAN PKL
2.1 Penjelasan Kegiatan Harian 

Pada saat melaksanakan kerja praktek di instansi pemerintah Jawa Barat. Penulis ditempatkan di bagian bina promosi dinas kebudayaan dan pariwisata jawabarat. Pada awal pertemuan dengan pembimbing kerja praktek di bina promosi dinas kebudayaan dan pariwisata penulis di jelaskan apa saja yang harus di taati dan dikerjakan selama mengikuti kerja praktek. Pada bagian bina promosi memiliki aturan-aturan yang harus dilaksanakan pada saat kerja praktek.
Adapun daftar kegiatan yang dilakukan penulis setiap hari kerja selama melaksanakan PKL  di DISBUDPAR Provinsi Jabar adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1

Jadwal Kegiatan 
	No.
	Hari/ Tanggal
	Kegiatan PKL
	KET

	1.
	Senin, 07 Juli 2008


	· Apel pagi
· Pengenalan jenis pekerjaan sekaligus perkenalan dengan para staff Sub. Dinas Bina Promosi DISBUPAR Prov. Jabar
	· Rutin
· insidental



	2.
	Selasa, 08 Juli 2008


	· Apel Pagi 

· Perkenalan dan penjelasan tentang TUPOKSI sub dinas bina promosi
	· Rutin
· insidental

	3.
	Rabu, 09 Juli 2008
	· Apel Pagi

· Perpustakaan 
	· Rutin
· Rutin

	4.
	Kamis, 10 Juli 2008


	· Apel Pagi

· Mengambil surat dari kepala dinas disbudpar 
	· Rutin
· insidental

	5.
	Jum’at, 11 Juli 2008
	· Apel Pagi
	· Rutin


	6.
	Senin, 14 Juli 2008


	· Apel pagi
· Pembuatan absensi subdin bina promosi
	· Rutin
· Rutin

	7.
	Selasa, 15 Juli 2008


	· Apel pagi
· Mengetik pembuatan absensi subdin promosi
	· Rutin
· Rutin

	8.
	Rabu, 16 Juli 2008

	· Apel pagi
· Pengepakan buku, brosur, CD untuk dikirim ke gedung sate
	· Rutin
· Insidental

	9.
	Kamis,17 Juli 2008
	· Apel pagi
· Mengepakkan buku, brosur, Cd tentang pariwisata Jawa Barat
	· Rutin
· Insidental

	10.
	Jum’at, 18 Juli 2008
	· Apel Pagi
	· Rutin

	11.
	Senin, 21 Juli 2008
	· Apel Pagi 

· Print buku tentang pariwisata
	· Rutin
· Insidental

	12.
	Selasa, 22 Juli 2008
	· Apel pagi
· Pengetikan ringkasan buku
	· Rutin

	13.
	Rabu, 23 Juli 2008
	· Apel pagi
	· Rutin

	14.
	Kamis, 24 Juli 2008
	· Apel pagi
· Pembuatan surat untuk acara 17 Agustus
	· Rutin
· Insidental

	15.
	Jum’at, 25 Juli 2008
	· Apel pagi
	· Rutin

	16.
	Senin, 28 Juli 2008
	· Apel pagi
· Mengantar surat dari bina promosi ke bina program
	· Rutin
· Insidental

	17.
	Selasa, 29 Juli 2008
	· Apel pagi
·  Pembuatan surat untuk acara 17 Agustus
	· Rutin
· Insidental

	18.
	Rabu, 30 Juli 2008
	· Apel pagi 
· Pembuatan surat untuk pawai bunga di gasibu
	· Rutin

· insidental

	19.
	Kamis, 31 Juli 2008
	· Apel pagi
· Pembuatan surat untuk pawai bunga di Gasibu
	· Rutin
· Insidental

	20.
	Jum’at, 01 Agustus 2008
	· Apel pagi
· Pencarian data tentang disbudpar di perpustakaan
	· Rutin
· insidental

	21.
	Senin, 04 Agustus 2008
	· Apel pagi
· Pengeditan  surat untuk pawai bunga di Gasibu
	· Rutin
· Insidental

	22.
	Selasa, 05 Agustus 2008
	· Apel pagi
· Pengeditan  surat untuk pawai bunga di Gasibu
	· Rutin
· Insidental

	23.
	Rabu, 06 Agustus

2008
	· Apel pagi
· Foto bersama subdinas bina promosi
	· Rutin



2.2 Deskripsi Kegiatan PKL
2.2.1 Nota Dinas 

Nota ini bersifat intern, dan didistribusikan antar Sub Dinas di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nota Dinas merupakan alat untuk memberikan informasi—baik berupa laporan maupun permintaan bantuan kerjasama—antar  Sub Dinas, antara satu Sub Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan/atau di dalam satu Sub Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dan nota dinas yang dibuat itu ada hubungan dengan pendekatan hubungan antar manusia, karena nota dinas merupakan alat untuk memberikan informasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Joseph A.Devito dalam buku komunikasi antar manusia 
“Bahwa ada beberapa pendekatan organisasi, kita dapat melakukan pendekatan pada organisasi sekurang-kurangnya melalui empat perspektif pendekatan manajemen ilmiah atau klasik, pendekatan hubungan antar manusia, pendekatan sistem, dan pendekatan kultural” (Goldhaber.1990).

Pendekatan sistem mengkombinasikan unsur-unsur terbaik dari pendekatan ilmiah dengan pendekatan hubungan antarmanusia. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai suatu sistem dimana semua bagian berinteraksi dan setiap bagian mempengaruhi bagian lainnya. Pandangan ini sama dengan pandangan mengenai komunikasi. Organisasi dipandang sebagai sistem terbuka-terbuka terhadap informasi baru, responsif terhadap lingkungan, bersifat dinamis dan selalu berubah.

Pendekatan sistem menganggap bahwa kedua faktor phisik dan psikologis pada pendekatan manajemen ilmiah dan faktor sosial dan psikologis pada pendekatan hubungan antar manusia adalah penting, setiap faktor mempengaruhi lainnya. Semua harus dipertimbangkan jika ingin agar organisasi dapat berfungsi sempurna.

Dalam pendekatan ini, komunikasi membuat sistem tersebut vital dan tetap hidup. Jika suatu sistem harus bertahan, maka semua bagian-bagiannya harus di koordinasikan, dan semua kegiatannya harus disinkronkan, komunikasi menjadi penting. Komunikasi akan menghubungkan berbagai bagian dengan bagian lainnya dan menghasilkan banyak gagasan baru.   
2.2.2 Surat Keluar

Surat Keluar merupakan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat kepada pihak lain untuk memberikan balasan surat kepada pihak yang bersangkutan. Selain itu, Surat Keluar ini berfungsi sebagai alat untuk pengajuan kerja sama dengan pihak-pihak ekstern dan undangan kepada pihak-pihak lain untuk menghadiri suatu acara yang diselenggrarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat.
2.2.3 Pengenalan Jenis Pekerjaan Sekaligus Perkenalan Dengan Staff Dinas Bina Promosi

Mahasiswa yang melaksanakan paraktek kerja dikenalkan jenis pekerjaan apa saja yang harus dilakukan pada saat melaksanakan paraktek kerja serta dikenalkan dengan para staff dan karyawan khususnya subdinas bina promosi dimana tempat mahasiswa kerja praktek supaya pada saat melaksanakan tugas praktek kerja tidak merasa canggung dan sudah saling kenal satu sama lain dengan para staff subdinas bina promosi. Serta mahasiswa diajarkan bagaimana etika melayani tamu kantor. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku kpribadian dan etika profesi (Rismawaty:80). Dalam melayani tamu kantor,dituntutu untuk selalu :

1. Siap
Selalu siap menerima tamu selama ia berada diruang kerjanya. Bila sedang sibuk mengerjakan sesuatu, tundalah sebentar, sambutlah tamu, tanyakan maksudnya. Tentukan prioritasnya, apakah akan melanjutkan pekerjaan tadi dan mempersilahkan tamu menunggu atau akan melayani tamu terlebih dahulu.

2. Ramah dan sopan 

Menunjukkan sikap ramah yang wajar, senyum dan siap membantu akan memberikan kesan baik bagi diri sekretaris itu sendiri maupun citra perusahaan.

3. Bijaksana 

Mampu bersikap bijaksana dalam melayani tamu, baik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan tamu (dengan tetap menjaga rahasia perusahaan/atasan), ataupun mengatur kunjungan tamu untuk pimpinan. Sehingga sekretaris dapat menjadi jembatan antara tamu dan perusahaan/atasan.

4. Taktis

Berpikir dan bersikap taktis dalam menghadapi tamu yang bermasalah atau mengajukan keluhan, sehingga mampu menyelesaikan segala persoalan dengan baik.

5. Komunikatif

Dalam melayani tamu, ia harus dapat menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis, dengan menggunakan bahasa yang tepat dan benar. Misalnya jika komunikasi dalam bahasa indonesia, gunakan bahasa indonesia yang formal, bukan bahasa indonesia yang sehari-hari yang digunakan teman. 

2.2.4 Membantu Penempatan Buku-Buku Pustaka Disbudpar
buku-buku pustaka disbudpar yang sudah dibaca dan dipinjam oleh pengunjung diletakkan disebuah lemari yang ada diperpustakaan disbudpar, setelah itu buku-buku tersebut dikembalikan kembali ketempat semula dimana sudah ada tempat tersendiri buat buku-buku pustaka disbudpar, setelah itu dirapihkan sesuai dengan judul buku serta abjad yang sudah tertulis. 
2.2.5 Pembuatan Surat Untuk Acara 17 Agustus 2008
membantu persiapan acara perayaan 17 Agustus seperti membuat surat untuk undangan kepada para peserta pawai bunga dalam acara upacara pawai bunga, serta memberikan informasi kegiatan yang akan dilaksanakan kepada para wartawan, karena subdin bina promosi menjadi sumber informasi media massa, bila siaran pers dikirimkan lantaran suatu orgamisasi membutuhkanbantuan media massa untuk mempublikasikan informasi dari organisasi itu, maka pada kesempatan lain ada kemungkinan sebaliknya. Untuk mempublikasikan pada acara 17 Agustus da beberapa saran ini sebagian di ambil dari situs marketing public relations menurut saran tersebut hal-hal yang mesti diperhatikan saat dihubungi media massa adalah :
6. Cepat tanggap. Begitu media menghubungi kita segeralah berikan tanggapan. Karena para wartawan terikat pada tenggat waktu. Bila kita lamban, maka wartawan tersebut akan beralih pada sumber informasi dari organisasi lain. Atau bisa saja malah mendapatkan informasi tentang organisasi kita dari sumber lain.

7. ungkapakan fakta, bukan kata-kata berbunga. Misalnya, bila informasi yang diminta media massa adalah informasi tentang produk, maka jelaskan fakta yang berkaitan dengan produk tersebut, seperti keunggulan produk kita dibandingkan produk serupa atau inovasi dalam produk tersebut. Bila informasi yang diperlukan berkenaan dengan organisasi kita, maka yang dipaparkan adalah fakta dan data tentang organisasi kita. 
8. ungkapkan dalam bentuk pertanyaan, bukan ungkapan. Ketika wartawan bertanya, hendaklah kita memberikan jawaban dalam bentuk pertanyaan yang jelas maknanya. Bukan ungkapan yang memungkinkan banyak penafsiran 
9. mengulang lagi pertanyaan dalam jawaban. Ini merupakan cara untuk memperlihatkan urut-urutan logis jawaban atas pertanyaan yang diajukan wartawan. 

10. sampaikan pernyataan yang kiranya akan dikutip media secara tegas dan jelas. Kutipan berupa kalimat langsung untuk media cetak atau soundbite untuk media elektronik, tentunya dipilih kalimat-kalimat dari sumber informasi yang berupa pernyataan yang khas, unik, dan memperjelas uraian naratif.

11. berperan sebagai sumur bukan pancuran. Artinya, dengan menjadi sumur berarti kita akan mengajak pewawancara untuk bisa menggali informasi sesuai keinginannya, sedangkan kalau menjadi pancuran bearti kita hanya menyampaikan informasi tertentu saja yang siap ditampung wartawan. Akibatnya, wartawan tak mendapatkan informasi yang memadai. Karena itu, ajaklah wartawan menimba informasi sebanyak-banyaknya dari sumur informasi sehingga badannya “kuyup” dengan informasi. Bukan membawa wartawan masuk ke pancuran informasi yang hanya menyampaikan informasi tertentu yang mungkin tak memadai dalam pandangan wartawab itu.

12. bicara pada wartawan, bukan pada medianya. Ini berarti kita  memperlakukan wartawan sebagai manusia. Relasi yang dibangun melalui wawancara adalah relasi diantara dua manusia, bukan antara staf PR dan media massa. 
2.2.6 Pembuatan Buku Tentang Pariwisata
Pembuatan buku tentang pariwisata adalah  artikel yang dibuat oleh para staff subdin bina promosi untuk mengembangkan diri bagaimana cara menulis yang baik dan sebagai sarana informasi tentang pariwisata, tapi perlu diperhatikan sebelum membuat tulisan supaya menjadi lebih menarik, banyak buku teks dan artikel yang sangat penting yang beredar ditanah air ternyata sulit untuk dipahami. Para mahasiswa menghabiskan waktu berjam-jam untuk memahami sebuah artikel karena tulisan dalam artikel terlampau kering dan hanya memuat konsep-konsep yang harus dihafal mati. Demikian pula, banyak dokumen yang kehilangan daya tarik karena tidak memperhatikan prinsip-prinsip penulisan yang menarik.

Beberapa teknik penulisan agara menimbulkan daya tarik bagi pembacanya. Prinsip yang digunakan berikut ini diambil dari buku karangan Benton Rain Patterson, wartawan freelance di amerika serikat yang pernah meraih berbagai hadiah atas karangan-karangannya, dan kemudian menjadi pengajar teknik menulis  di Universitas of Florida.
Gunakan empat alat penghidup, alat penghidup suasana itu adalah sebagai berikut :

1. Narasi
Narasi menggambarkan aksi (action). Bayangkan sebuah film tanpa action, penonton akan merasa jenuh dan tidak akan merasa betah mengikuti cerita. Oleh karenanya dalam menulis sebaiknya digunakan kata-kata yang menggambarkan gerakan (movement), apa yang sedang terjadi dan apa yang telah terjadi. Jadi, narasi membawa pembaca untuk melihat di dalam benaknya, atau di dalam imajinasinya, bagaimana perdebatan terjadi, bagaimana manajer bekerja keras menemukan produk baru, bagaimana krisis di hadapi, dan sebagainya. Narasi adalah alat penghidup yang sering dipakai oleh penulis-penulis sastra atau yang berlatar belakang kesenian untuk menggerakkan action dalam tulisan nya.

2. Deskripsi 

Sesungguhnya ketika membaca kita tidak hanya menggunakn indra penglihatan saja, tetapi juga perasaan, selera, bau, pendengaran dan rasa dikulit. Bahasa memberi nama sentuhan indera itu sebagai persepsi. Dan ketika kata-kata persepsi itu muncul dalam bahasa penulis, misalnya gatal, asam.asin, manis, cantik, licin, dingin, panas, otak pembaca juga akan merasakan sentuhan yang sama. Deskripsi membuat pembaca merasakan, menikmati, mendengar melalui bahasa.


Tugas seorang penulis adalah memberi kesempatan pada pembacanya untuk menikmati suasana realitas melalui karya tulisnya. Seorang wartawan yang meliput suatu wawancara biasanya mencoba menangkap persepsi disekitar tokoh yang yang sedang diwawancarai: warna ruangan, desain interior, aroma wewangian yang tercium, dan suara lain yang bisa di tangkap (musik,adzan, suara orang bekerja, suara anak-anak bermain) dan sebagainya. Tulisan yang baik akan membuat pembaca merasa seakan-akan ia sedang berhadapan langsung dengan sumber berita.
3. Kalimat Langsung

Kalimat langsung adalah kalimat percakapan yang langsung dikutip dari sumber berita. Umumnya surat kabar dan majalah gemar mengutip kalimat langsung karena ucapan-ucapan seseorang memberi warna keaslian cerita. Ucapan langsung mempunyai wrna kedaerahan dan intonasi. Lebih jauh, menggunakan kalimat langsung, menurut Patterson, adalah memberi kesempatan pada pembaca untuk mendengarkan sendiri dari sumbernya, bukan dari narator (penulis).
4. Eksposisi
Eksposisi adalah penjelasan yang dibuat oleh penulis atas kejadian yang dilihat atu didengarnya, tidak dengan kata-kata untuk menunjukkan (to show) kepada pembaca, melainkan dengan kata-kata untuk bercerita (to tell). Eksposisi bentuk karangan yang paling sering digunakan karena dapat mempercepat atau meringkas naskah. Tetapi eksposisi tidak banyak memberikan warna rasa. Banyak hal yang perlu disampaikan dalam bentuk eksposisi: latar belakang, prosedur, alasan-alasan, dan sebagainya.
Menurut catatan Patterson, banyak penulis bertendensi untuk menceritakan semua dalam bentuk eksposisi. Mereka tidak mau membuang banyak waktu untuk merangkai tulisannya dalam bentuk action, scene dan dialog. Mereka simpulkan dan sederhanakan persoalan atau kejadian dan seakan-akan tidak peduli apakah tulisannya mau dibaca orang atau tidak, mau dimengerti atau tidak. 
2.2.7 Lampiran Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran


Lampiran ini berisi nama-nama pejabat kuasa pengguna anggaran yang terlibat dalam semua kegiatan promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat selama setahun. Dengan kata lain, nama-nama dalam lampiran ini merupakan para panitia yang terlibat dalam kegiatan promosi yang dimaksud.


Disamping penulis harus membuat berbagai kebutuhan administratif yang bersifat mengetik ataupun memfotokopi, penulis pun kadang diberi tugas yang harus berhubungan dengan subdin yang terkait dalam pembuatan surat tersebut, seperti meminta tanda tangan kepada kepala dinas ataupun kepada kepala bagian tata Usaha. Lalu penulis harus meminta nomor surat sebagai syarat untuk membuat surat keluar yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang akan diberikan kepada dinas ataupun insatansi yang berkaitan dengan pembuatan surat tersebut. Seperti hal –hal yang bersifat kesekretariatan, penulis pun harus dapat menyesuaikan tingkah laku penulis di tempat pelaksanaan PKL dan bagaimana penulis harus dapat berkomunikasi dengan para staff promosi lainnya.
2.2.8  Mengetik pembuatan absensi subdin promosi

Pada saat melaksanakan kerja praktek lapangan mahasiswa membuat absensi subdin bina promosi ini merupakan kegiatan rutin setiap bulan.buku absensi ini dipergunakan untuk mengabsensikan para staff khusus nya subdin bina promosi supaya kepala subdin mengetahui jam berapa kedatangan para staff masuk ruangan kantor serta jam berapa pulang, ini untuk membuat kedisiplinan para staff dan karyawan di dalam bekerja.
2.2.9  Penyusunan buku, brosur, CD tentang pariwisata Jawa Barat


Pada saat kerja praktek lapangan kami  menyusun buku,brosur,CD tentang pariwisata Jawa Barat untuk dikirim ke kantor gubernur, dan untuk di bagikan kepada para wisatawan yang datang dari luar yang sedang berlibur di Jawa Barat. Dengan membagi brosur dan cd tentang pariwisata secara tidak langsung sudah mempromosikan daerah Jawa Barat itu sendirikepada wisatwan baik local maupun manca Negara
Kemajuan pariwisata suatu daerah dapat dilakukan dengan usaha mempromosikannya. Seperti yang dikemukakan oleh DR. Winardi bahwa promosi merupakan usaha untuk memajukan sesuatu. Kerap kali istilah promotion dihubungkan dengan misalnya kepariwisataan, perdagangan, yang berarti usaha untuk memajukan kedua bidang usaha tersebut. Adakalanya pula, promotion digunakan dalam arti promosi yang berhubungan dengan jasa-jasa seorang pekerja. (Yoeti, 1996: 64)   

Kegiatan promosi merupakan kegiatan penyebaran informasi yang memerlukan media, baik media cetak maupun media elektronik sebagai saluran untuk menyampaikan informasi kepada komunikan. Brosur merupakan salah satu dari sekian banyak media cetak, seperti majalah, surat kabar, pamflet, leaflet, tabloid dan lain-lain yang banyak digunakan sebagai media penyebar informasi. 

Menurut Onong Uchjana effendy mendefinisikan brosur sebagai berikut : “ Buku kecil dan tipis yang berisi keterangan mengenai suatu hal atau kegiatan” (Effendy,1989:36)


a. Ciri-ciri brosur



Informasi yang dikandungnya bisa berupa penjelasan tentang data teknis suatu model terbaru, misalnya, penjelasan tentang suatu mobil. Informasinya bisa bermacam -macam tergantung pada badan atau lembaga yang menerbitkannya.


b. Teknik dan syarat-syarat pembuatan brosur yang baik



Pada teknik pembuatan brosur yang baik harus diperhatikan faktor-faktor yang mendukung, salah satu faktor tersebut adalah brosur yang komunikatif, ialah brosur yang memikat perhatian, menarik minat, dan menimbulkan kesan sehingga menimbulkan efek pada publik.


Ada beberapa bentuk syarat komunikatif tidaknya sebuah brosur, antara lain:

1. Faktor bentuk


Bentuk ditentukan oleh besar kecilnya organisasi atau perusahaan yang menggunakan brosur sebagi media komunikasi. Pada umumnya brosur berukuran persegi panjang yang dilipat menjadi empat lipatan.

2. Faktor warna


Warna merupakan aspek yang penting dalam sebuah brosur, karena menjadi pemikat khalayak. Pembuat brosur harus mempertimbangkan terlebih dahulu warna apa yang akan dipakai agar khalayak tertarik. Dalam pengaturan warna brosur perlu diperhatikan terlebih dahulu pesan yang akan disampaikan. Apabila pesan yang disampaikan dibantu dengan gambar-gambar, diusahakan agar warnanya sesuai dengan gambar yang asli.

3. Faktor ilustrasi


Untuk membuat daya tarik brosur kepada khalayak diperlukan suatu ilustrasi yang mendukung pesan yang disampaikan, misalnya pada brosur dengan pesan pariwisata, ilustrasinya adalah gambar objek wisata seperti pantai, gunung, kesenian daerah  dan sebagainya.

4. Faktor bahasa


Kalimat yang singkat, jelas dan komunikatif mempunyai syarat utama dalam penyampaian pesan melalui brosur, hal ini agar khalayak yang membaca brosur tersebut berminat, mengerti dan bertambah pengetahuannya tentang pesan yang disampaikan.

5. Faktor huruf

Suatu brosur akan lebih menarik dan mudah di baca apabila huruf yang digunakan dalam pembuatan kalimat dipilih yang menarik, sederhana, jelas dan mudah di baca atau dicerna. Kombinasi penggunanan jenis huruf yang digunakan merupakan faktor yang penting dan merupakan suatu kesatuan dengan unsur ilustrasi brosur.

2.3 Analisa Humas


Setiap Instansi/lembaga apapun bentuknya, baik itu lembaga yang bertujuan menghasilkan “profit”, maupun yang bersifat non-profit, tentunya selalu berhubungan dengan pihak-pihak lain baik diluar maupun didalam lembaga itu sendiri. Terlebih dengan perkembangan zaman yang semakin terbuka saat ini, begitu juga dengan perkembangan masyarakatnya. Suatu instansi/lembaga harus memiliki kesadaran bahwa keberadaannya tidak terlepas dari keberadaan instansi/lembaga lain, masyarakat, pemerintah, maupun para karyawan yang berada didalamnya. Karena itu perlu adanya penyesuaian dari instansi/lembaga terhadap segala yang ada di sekelilingnya.


Untuk menciptakan suatu hubungan yang baik antara instansi/lembaga dengan pihak-pihak lain perlu adanya suatu pengertian antara satu dengan lainnya, dan pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan dari masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain terhadap instansi/lembaga yang melakukan hubungan masyarakat tersebut. Hubungan Masyarakat menurut Kleppner dalam bukunya Adverticing Procedure, adalah “an attitude rather than a technique; it is rather a policy than a departement. Good Public Rerlations is the external evidence of conducting internal affairs of a business in a way of wich you can be proud”.(Sutanto, 1977:105) 


Menurut pengertian diatas, dapat dianalisis bahwa hubungan masyarakat merupakan hasil pencerminan sebagaimana dirasakan seseorang atau publik, sebagai hasil kegiatan suatu organisasi ataupun instansi. Hubungan Masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan (policy) dari suatu instansi/lembaga, dan kebijaksanaan ini dapat menjadi “baik” atau “buruk” tergantung dari bagaimana mengelola kebijaksanaan tersebut. 


Berbicara mengenai Public Relations, dilihat dari sudut etimologi kata, maka istilah Public Relations merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “public” dan “relations”. Publik secara universal yaitu “sekelompok orang yang mempunyai minat dan perhatian yang sama terhadap sesuatu hal”.(Yulianita, 1999:17), sedangkan Relations diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah “hubungan-hubungan” dalam arti menyangkut banyak hubungan.(Yulianita, 1999:21). Untuk lebih memperjelas pengertian mengenai pengertian Public Relations , berikut ini dikemukakan beberapa definisi dari para ahli. Definisi Public Relations menurut Frank Jefkins adalah “Fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menyatakan kebijaksanaan dan prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik, dan melaksanakan program kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan dari publiknya.” (Yulianita, 1999:33).


Dari definisi diatas menunjukkan bahwa Humas merupakan “jembatan penghubung” antara publik dengan organisasi yang diwakilinya, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi maupun publiknya.

Menurut John D. Millet, dalam bukunya, Management in Public Services the quest for effective performance, yang artinya peran Humas/PR dinas instansi atau lembaga kepemerintahan terdapat beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya, yaitu sebagai berikut:

1. Mengamati dan mempelajari tantang hasrat, keinginan-keinginan dan inspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration).

2. Kegiatan untuk memberikan nasihat atau sumbang saran dalam menaggapi untuk apa sebaiknya dapat dilakukan dilakukan instansi/lembaga pemerintah seperti yang diekhendaki oleh pihak publiknya (advising the public about whatis should desire).

3. Kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan yang diperoleh dari antara hubungan publik dengan para pejabat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between public and government official).

4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan opleh suatu lembaga/instansi pemewrintahan yang bersangkutan (informing and about what agency doing). (Ruslan, 2002: 94)

Sedangkan Dimock dan Koening memaparkan tugas dan kewajiban dari pihak Humas lembaga pemerintahan, sebagai berikut:

1. Berupaya memberikan penerangan atau informasikepada masyarakat (public services), kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut.

2. Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan, serta mengajak masyarakat dalam partisipasinta untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, hukum dan politik serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.

3. Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakn tugas dan kewajibannya masing-masing secara konsisten serta profesional. (Ruslan, 2002: 94)


Dalam bukunya Praktik dan Solusi Public Relations dalam Situasi Krisis dan Pemulihan Citra, Rusady Ruslan mengemukakan bahwa, Public Relations berfungsi mendekatkan (menarik) konsumen atau publik sasarannya kepada perusahaan, berupaya dalam mempengaruhi opini dan persepsi masyarakat dan menciptakan “citra” perusahaan.


Selanjutnya Onong Uchjana Effendy dalam bukunya Hubungan Masyarakat Suatu Komunikologis menyebutkan fungsi dari public relations, antara lain:


1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik internal maupun eksternal.

3. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi.

4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan umum.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Humas yang telah dikemukakan diatas penulis mencoba untuk menyebutkan tugas humas pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, langhkah-langkah, dan tindakan-tindakan pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informas yang diperlukan secara terbuka, jujur, dan objektif.

2. Memberi bantuan kepada media berita (news media) berupa bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media berita untuk acara-acara resmi yang penting. Pemerintah merupakan sumber informasi yang penting bagi media, karena itu sikap ketrbukaan informasi sangat diperlukan.

3. Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak di dalam negeri, maupun khalayak luar negeri.

4. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feedback kepada pimpinan instansi-instansi pemet\rintahan yang bersangkutan sebagai input. (Rachmadi,1992:78) 

2. 4 
Analisis Aktivitas Kerja Subdin Bina Promosi

Promosi merupakan kegiatan suatu perusahaan maupun lembaga/instansi pemerintahan dalam memperkenalkan suatu produk barang atau jasa kepada masyarakat. Lebih lanjut penulis menguraikan pengertian promosi dari berbagai Pahli. John W. Crawford dalam bukunya, Advertising mengemukakan pegertian promosi adalah “ A short term method of reaching a desired level of sales very quickly.” (Susanto, 1989:207). Dari definisi ini dapat diartikan bahwa promosi merupakan metode yang singkat, hanya memperhitungkan hasil cepat dalam jangka pendek.

Peter Chandor dalam bukunya, Teach Yourself Advertising and Publicity, mengatakan bahwa makna display dan promosi adalah “the setting forth to view our message and the keeping of it alive’, yang bila diterjemahkan dalam bahasa    Indonesia berarti “upaya membuat pesan kita dapat dipandang dan tampak seperti hidup”. (Effendy, 1999:148)

Lebih khusus pegertian promosi dikemukakan oleh DR.Winardi dalam bukunya “Kamus Ekonomi” yaitu pengertian promosi yang berkaitan dengan kepariwisataan sebagai berikut:

Promotion (usaha untuk memajukan sesuatu). Kerap kali istilah promotion dihubungkan dengan misalnya kepariwisataan, perdagangan, yang berarti usaha memajukan kedua bidnag ysaha tersebut. Adakalanya pula, promotion digunakan dalam arti promosi yang berhubungan dengan jasa-jasa seorang pekerja. (Yoeti, 1996: 64)

BAB III
PENUTUP

3.1
Kesimpulan

Merujuk pada tujuan penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Sub Dinas Bina Promosi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, maka penulis ingin mencoba memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Dinas kebudayaan dan pariwisata Jawa Barat adalah sebagai motor penggeraknya terwujud jawa barat sebagai daerah budaya dan tujuan wisata alam, dinas kebudyaan dan pariwisata juga bertujuan untuk mempromosikan ke pariwisataan Jawa Barat. 
2. Promosi Pariwisata mencakup distribusi promotion materials, seperti foto, film, advertisement, brochure, booklets, leaflets dan material promo lainnya melalui bermacam-macam saluran (channel) seperti tv, radio, majalah, direct-mail yang ditujukkan pada potential tourist maupun actual tourist, dengan tujaun mentransfer informasi dan mempengaruhi calon wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. 
3. Kegiatan promosi pawai bunga di bidang pariwisata merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun usaha pariwisata mengingat pariwisata adalah industri yang sangat mengandalkan movement of the people yang memiliki tujuan dan motivasi tertentu dalam rangka mengkonsumsi produk wisata tertentu maupun dalam kaitannya dengan adventure, leisure, dan refreshing yang sangat dipengaruhi oleh berbagai variable.
4. Penulis melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat dan membantu staf atau pegawai Sub Dinas Bina Promosi melalui event-event promosi yang dilakukan mulai dari kegiatan administratif hingga membantu kegiatan di lapangan. 

3.2
 Saran-Saran 

3.2.1
Saran untuk Perusahaan/Lembaga
1. Penulis juga berharap agar DISBUDPAR Provinsi Jawa Barat secara konsisten terus meningkatkan kualitas promosi kepariwisataannya sehingga menampilkan bentuk-bentuk kegiatan yang berbeda setiap tahunnya sehingga dengan inovasi-inovasi ini dapat menjadikan Jawa Barat sebagai Daerah Tujuan Wisata Andalan Indonesia di mata internasiona.

2. Sebaiknya agar lebih spesifik dalam pemberian tugas kepada peserta praktek kerja lapangan.  

3.2.2
Saran Untuk Mahasiswa/I PKL

1. Mahasiswa harus disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan juga harus disiplin waktu masuk kerja praktek.
2. Mahasiswa lebih melengkapi data-data yang diperlukan penyusunan laporan PKL pada saat melaksanakan kerja praktek.

3. Mahasiswa harus bisa bersosialisasi dengan baik dengan para staff dan karyawan di tempat kerja praktek, karena hal tersebut dapat membantu kita dalam mendapatkan informasi atau dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

4. Mahasiswa harus aktif, produktif dan bersemangat dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
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